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Perihal:  Perbaikan Permohonan Pengujian Pokok Pikiran dan alasan Undang-undang dalam

Konsiderans Menimbang Huruf b dan Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 huruf a, penggunaan frase ‘“‘syariat Islam” dalam
Pasal 1 angka 2, norma-norma dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan (in conjunction
with) Pasal 1 angka 1, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 33 tahun

2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama ‘ : Paustinus Siburian, SH., MH.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katolik

Nomor Induk Kependudukan :3174101702660001

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Kemajuan IV No. 58RT 005/04
Kelurahan Petukangan Selatan
Kecamatan Pesanggrahan
Jakarta 12270

Hand Phone : 082185882273

Email : paustburian@yahoo.com

Pemohon dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam kapasitasnya sebagai
Warga Negara Indonesia dan Pemohon dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor hukum
Paustinus Siburian dan Rekan di JI. AUP Barat No. 1 RT 09/06 Jati Padang Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta 12520, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon mengajukan
Permohonan ini karena mempertimbangkan bahwa hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan
berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahuan 2014 tentang
Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR
295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 (Bukti P - 1) untuk
selanjutnya disebut UU Jaminan Produk Halal, yang mulai berlaku pada tanggal
diundangkannya UU Jaminan Produk Halal tersebut pada 14 Oktober 2014. Perbaikan ini
merupakan hasil sidang pendahuluan tertanggal 23 Januari 2017.
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Adapun yang menjadi alasan-alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan

pengujian ini adalah hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil atas
Tujuan Undang-undang dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana terdapat
dalam konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf 2 UU Jaminan Produk Halal terhadap Pasal 28E

ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 (Bukti P-2), penggunaan frase “syariat Islam”
dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Produk Halal terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F
UUD 1945, Pasal 4 dalam hubungan dengan (in conjunction with) Pasal“l. angka 1 UU
Jaminan Produk Halal terhadap Pasal 28C, 28D ayat (1) UUD : \ an. Negara untuk

dalam Pembukaan UUD 1945 B

2. Oleh karena p_ermohonan yang Pemohon ajukan-ini adalah pqg}féujian beberapa kete%figyan

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan‘ Atas Undang-
Undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (P ~ 3), MK- berwenang untuk

menyidangkan perkara ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional warga Negara Indonesia untuk
mengajukan permohonan pengujian Undang—Undaﬁg terhadap UUD 1945 merupakan satu
indikator yang positif bagi perkembangan ketatanegaraan dalam merefleksikan kemajuan bagi
penguatan prinsip-prinsip Negara hukum di Indonesis;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai “guardian™ dar “constitutional
right” bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan
yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak
konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dalam halaman depan dari situs web

Mahkamah Konstitusi di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id dengan huruf besar ditulis

“Lembaga Pengawal Konstitusi”. Dengan kenyataan inilah, Pemohon mengajukan permohonan
pengujian atas Tujuan Undang-undang dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana
terdapat dalam konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf.a, penggunaan frase “syarjat Islam” dalam

Pasal 1 angka 2, norma-norma dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan (in conjunction with)
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Pasal 1 angka 1, dan kata “selzin” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal terhadap
UUD 1945. 7

3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU
MK), mengatur bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan
“Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU
MK ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Ptusan i';mor 006/PUU-
11172005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU V/2007 tanggal 20 September 2007

dan putusan-putusan selanjutnya ternyata bah é U
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhl syarat yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dlber,lkan oleh UUD 1945

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dlanggap dlrugﬂ&%"’se oleh

berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

¢. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus)danaktual%‘tﬁu“sﬂ
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dip"é;d;kan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara’ ke ::yang . dimaksu
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan ‘. ’
d. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kei;uglgn*ionstltuswnal
seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 7

5. Bahwa Pemohon ber'anggdpan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD
1945 dalam hubungan dengan pengujian ini adalah:

5.1 Hak dalam Pasal 28Di«ayat (1)

Hak atas pengaku.ar;',\ jfalﬁinan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di-hadapan hukum.

5.2 Hak-hak Pemohon berdasarkan Pasal 28E:

. (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,...

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya.

5.3 Hak-Hak menurut Pasal 28F, sebagai berikut:

1. Hak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

2. Hak untuk memperoleh informasi untuk mengembengkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
5.6. Pasal 28G ayat (1) hak untuk rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan karena
menjalankan HAM Pemohon

5.5 Pasal 28H yaitu hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, |
7. Bahwa dengan berlakunya UU Jaminan Produk Halal, Pemohon dirugikan. Pemohon adalah%w
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Warga Negara Indonesia yang beragama Katolik. Pemohon tidak mendapatkan pembatasan-
pembatasan mengenai persoalan halal tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut bahan
maupun proses produksi halalnya. Bahwa tujuan UU dan Jaminan Produk Halal ditujukan bagi
setiap orang tanpa memperhatikan apa agamanya. Persoalan apakah suatu produk halal atau
tidak halal sebagaimana di atur dalam UU yang dimohonkan pengujian merupakan konsern bagi
umat Islam. Dengan ditujukannya UU ini kepada setiap pemeluk agama dan masyarakat maka
Pemohon harus mengikuti konsern bagi Umat Islam. Bahwa dalam menjalankan ibadah setelah
berlaku penuh, dalam menjalankan ibadah syariat Islam akan mengatur juga. Pemohon tidak
mempunyai anggapan bahwa UU Jaminan Produk Halal sebagai bentuk distkrirninasi. Pemohon

mengakui bahwa boleh-boleh saja Pembuat UU menentukan adanya «,vpé’ﬁilbatasan hak.

Persoalannya adalah apakah pembatasan itu konstitusional atau tidak.: -
alal, dengan

adanya UU ini maka Pemohon potensial menjadlj esuhtan mendapatkan produl( tertentu yang

Sebaga1 anggota masyarakat yang tidak d1kena1 pembatasan halal tid

menurut UU ini ditetapkan harus. berseruﬁkat halal. Walaupun Pasal 4 UU ini,’ sesuaL Pasal 67
ayat (1) baru mulai berlaku 5 tahun terhltung sejak diundangkan, yang bera.rtl baru berlaku tahun
2019 tetapi sudah. sangat terasa dampaknya. Proses sertifikasi berlangsung terus sesual 15%%31 60

UU Jaminan- Produk Halal. Sebutlah sebagai contoh minuman be‘falkohol dan makanan%"‘jgang

2019, ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang melakukan sweeplng %yang tentu akan
sangat merugikan. Menyangkut jasa, Pemohon tidak mengenal pcmbatasan halal tidak halal.
Dalam hal jasa*yang terkalt dengan makanan, seperti tempat penjual makanan yang dikenal
sebagai lapo, untuk makanan khas Batak, yang menurut UU berasal darl bahan yang diharamkan,
potensial untuk tldak ada. 1ag1 setelah UU ini berlaku tahun 2019 karena tidak bersertifikat halal.
Baga1mana Jasanya bersernﬁkat halal jika barang yang duual dalam hal ini makanan dan
minuman ber,asal=.dar1 bahan yang diharamkan. Memang ada ketentuan bahwa barang yang
bahannya berasal dari bahan yang diharamkan tidak wajib bersertifikat halal. Tetapi jasa harus
bersertifikat halal. Bagi Pemohon, rasanya tidak afdol jika sekurang-kurangnya 1 kali dalam dua
minggu tidak menikmati makanan dan suasana makan di lapo. Penerapan undang-undang secara
membabi buta nantinya akan sangat merugikan pemohon. Pengembangan diri pribadi melalui
pemenuhan k;:butuhan dasar, dalam hal ini pangan, menjadi terbatas. Demikian juga dengan
ditemukannya teknik baru untuk makanan yang berasal dari bahan yang diharamkan maka akan
terdapat kendala untuk memanfaatkannya. Demikian juga obat, jika sekiranya obat yang
memang bahannya yang diharamkan, lalu jika hanya obat itu yang dapat menyembuhkan
penyakit, apakah harus terhalang menggunakan suatu obat semata-mata karena gagal
mendaptkan sertifikat halal. Untuk barang gunaan, dengan beﬂa.kunya Pasal 4 pada tahun 2019

mendatang potensial akan merugikan Pemohon, dimana Pemohon potensial tidak dapat lag
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mendapatkan barang gunaan tertentu seperti pakaian, handphone, sepatu, tas, dan lain-lain
barang yang harus bersertifikat halal sementara banyak dari produk itu tidak akan dapat
memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal. |

Bahwa karena kewajiban bersertifikat halal yang akan memakan biaya besar akan
meningkatkan produksi pelaku usaha. Ongkos produksi itu akan dibebankan kepada konsumen
melalui kenaikan harga. Mengingat semua barang adalah barang gunaan dan itu wajib
bersertifikat halal maka semua kebutuhan akan meﬁgalami kenaikan harga. Beban Pemohon
akan meningkat karena semua barang akan mengalami kenaikan bharga.

Bahwa dalam pemahaman Pemohon atas pengertian dari “produk” terdapat sesuatu yang

tidak selaras antara apa yang diatur dalam UU dan apa yang d1paham1 balliyo‘leh pemerintah,

Majelis Ulama Indonesia, Umat Islam secara umum. Menurut UU terseby ,anJa.ng mengenai

barang, apa yang wajib bersertifikat halal adalah barang yang terkalt!dengan. ak an, minuman,

i

obat atau kosmetik! Dalam‘fpemahaman

obat, kosmetik dan lain-lain, bukan makanan 0% 5 X
MUI, misalnya, adalah makanan mmuman obat atau kosmetik itu yang waij berser?xﬁkat halal
(Bukti P -4 ). Pemohon tldak beg1tu memahami apakah pengertian prod’uk dalam PasaiJ angka
1 itu merupakan- kesalahan drafting atau ketidakhati-hatian dalam menyustin redak§1 atau
memang benarubenar seperti itu yang diinginkan. Sebagaimana akan d1tunjukkan dalam u1;a1an

yang lebih dala.m dalam pokok perkara persoalan pengertian p,rod,uk” i “akan Jaﬂl masalah

telganggu

8. Bahwa Pemohon dalam menJalankan keseharian bergerak di bidang jasa hukum. Sebagai
orang. yang bekerja di- bl_d_qng‘ hukum perlu mengetahui dengan pasti mengenai aspek-aspek
hukum yang berdampak bagi Eﬁrinya dan bagi pengguna jasa hukum. Tuntutan akan kepastian
tentang .I_ar_nman Pro_duk Halal, apa sesungguhnya yang dicakup UU ini dan dimana dasarnya.
Pembacaan. yang dilakukan terhadap syariat IsIam; yang dikutip dalam Fatwa-Fatwa MUI,
Pemohon meragukan cakupan dari UU Jaminan Produk Halal, sesuai atau tidak dengan syariat
Islam.

UU membuat rujukan mengenai produk halal pada syariat Islam tetapi UU tidak
menyediakan syariat Islam dan terjemahannya di dalam UU Jaminan Produk Halal. Dengan tidak
dimuatnya dalam UU sebagai rujukan syariat Islam dan terjemahannya maka hak Pemohon
untuk mendapatkan informasi dan mengolah informasi tersebut merupakan pelanggaran
konstitusi yaitu Pasal 28F UUD 1945. Pemohon harus mengetahui hukum' apa yang berlaku
baginya sesuai dengan prinsip setiap orang dianggap mengetahui hukum. Jika syariat Islam
dibuat sebagai rujukan berarti syariat Islam tersebut berlaku bagi Pemohon, meskipun Pemohon
tidak beragama Islam.

Terakhir, tujuan UU dan Penyelenggaraah Jaminan Produk Hukum yang seharusnya’
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hanya berlaku terhadap umat Islam diberlakukan juga terhadap yang bukan Islam. Hal ini
bertentangan dengan Pasal 28E dan karenanya Negara gagal menjamin kebebasan beragama bagi
Pemohon dan pemeluk agama Kiisten yang lain. Dengan membuat tujuan UU dan
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai berlaku pada Pemohon juga hal itu merugikan
Pemohon.

Bahwa dengan mengajukan pengujian ini, Pemohon berharap norma-norma yang
dimohonkan pengujian dapat dinilai kesesuaiannya dengan UUD 1945. Bahwa Pemohon
memenuhi persyaratan sebagai- perorangan yang beragama katolik dan juga sebagai advokat.
(Bukti P-5) Jika kelak norma-norma yang dimohonkan untuk diuji bertentangan dengan UUD,
inan kerugian

dan dilakukan perbaikan atau revisi sebagaimana mestinya sesuai pertimbangahspertimbangan

hukum yang akan diberikan oleh Mabkamah Konsitusi maka Pemgh""ﬁibgzyl“{e;_

D. POKOK PERKARA

L. Pokok Pikiran dan alasan serta: tuluan Tuluan Undang—Undang bertentangan dengan

Pasal 28E dau, karena, konsekwen51, Pasal 29 ayat (2) UuD 1945

produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat”
1.2 Bahwa diantara kata “agama” dan “untuk” harusnya d13e11pkan ka lay
dengan Kata “masyalakat” harusnya “umat Islam™ atau “konsumen mushm” Jad1 tijuan UU
adalah untuk menjamin senap pemeluk agama”Islam” untuk beribadah dan menjalankan ajaran
agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan
produk yang dikonsumsi dan digunakan “umat Islam?”, Agama Pemohon tidak mempersyaratkan
jaminan kehalalan produk. Agama Pemohon juga mengenal konsep haram tetapi haram dalam
agama Pemohon adalah apa yang dikeluarkan dari mulut dan bukan yang masuk ke dalam tubuh
melalui -muiut. Dalam agama Pemohon, kata-kata yang keluar dari mulut juga dapat menjadi
haram. Jika Pemohon memakan daging sapi dan menjadi muntah karena daging sapi itu, daging
sapi itu haram tetapi hanya bagi Pemohon saja.
1.3 Bahwa tujuan JPH ditentukan dalam Pasal 3 dan bagian yang relevan ada dalam huruf a yang
berbunyi
“Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan,
keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam
mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan”
Sekali lagi disini digunakan kata “masyarakat”. Kata “masyarakat” harusnya ditulis “umat -
Islam” atau “konsumen muslim”
Dalam Penjelasan Umum undang-undang disebut:
Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran

agamanya, Negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang
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kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan
mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan,
keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan
efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan
Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan
kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan
menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha
untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.
1.4 Bahwa dari Penjelasan dapat dibaca seolah-olah semua agama meminta jaminan kehlalalan

atas produk. Tujuan UU adalah yang terdapat dalam dictum Memmbang huruf b sedangkan

tujuan dalam Pasal 3 adalah tujuan Penyelenggaraan JPH. Namun. keduanfa menggunakan kata

masyarakat. Tujuan UU dan tujuan JPH harusnya a “_u;nat TsTam, Pemohon berpandangan

bahwa tidaklah tepat jika UU membuat tuJuan UU "amma.rzlﬂProduk Halal dan Penyelenggaraan

JPH untuk “masyarakat”. Pemohon adalah anggota masyarakat yang tldak dlwajlb,kan untuk
mendapatkan “Jaminan. Produk HaIaI” Seharusnya undang-undang menyebutkan dengan tegas
i:dalam Fatwa MUINo. 12
Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dmyatakan dalam bagi

yang menjadi sasaran yaiti umat Islam atan konsumen muslim sepe

rekomendasi (Thausmh) sebagai berikut:

L. Pemermtah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pecioman dalam penentuan

standar penyembehhan hewan yang dikonsumsi umat Islam.ét,:; S

2. Pemerintah- harus segera menerapkan standar penyembehhan yang ben

(RPH) untuk mergamm hak konsumen muslim dalam mengonspmm hewan

‘halal dan ﬂi‘eiyyib;,,.:‘(%Cetak miring sebagai penekanan berasal dari ‘Pemohon) P -

6) '
Tujuan itu harusnya umat: Isiam dan untuk menjamin hak konsumen muslim.
1.5 Bahwa dengan dem1k1an Tujuan UU dan JPH bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan
(2).
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan
dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Sctiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
1.6 Bahwa jika diurai, Pasal 28E ayat (1) berisi sekumpulan Hak Asasi Manusia, yaitu:
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
2.memilih pendidikan dan pengajaran;

3. memilih pekerjaan,
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4. memilih kewarganegaraan,

5. memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

1.7 Bahwa dari uraian mengenai hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (1), hak
Pemohon sebagaimana disebut dalam hak 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah
menurut agamanya”  dilanggar oleh Tujuan UU Jaminan Produk Halal dan Tujuan
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal(Pasal 3 huruf a UU Jaminan Produk Halal).

Tujuan UU Jaminan Produk Halal dan Tujuan Peﬁyelenggaraan Jaminan Produk Halal juga
bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena Tujuan-tujuan itu merampas hak

Pemohon atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan

hati nuraninya.

dan untuk beribadat menurut agam a dan kepercayaannya itu.’

1.9 Bahwa dengan menyamaratakan semua agama sebagai mengenal-konsep hararn da%%éeﬁap
orang perlu Jamman halal, sepertl termuat dalam ‘tujuan UU Jamman Produk Halal ﬁlstru
kwmmeﬁgk
agamanya masmg—masmg dan untuk beribadat menurut a‘i manya dan kepercayaannﬁ‘z
1gka '-amman yang:;@xb’é“ﬁkan
ﬂ dalam Pasal 29 ayat (2) ‘UUD 1945 dan oleh karenanya bertentangan‘ ngan Pasal 29 ayat 2)
UUD 1945 tersebut. ‘

1.10:'Bahwa Pemohon berlkut ini memberikan contoh dua keadaan dimana pelanggaran terhadap

Pasal 28E:ayat (1) dan(2): dﬂanggar oleh konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a.

1. Dalam Agama Katolik ada perayaan Ekaristi atau bagi Protestan disebut Perjamuan Kudus.
Perayaan tersebut mengmgat pesan Jesus dalam Perjamuan Terakhir sebelum disalibkan, agar
melakukan apa yang dlla.kukan Jesus pada Perjamuan terakhir tersebut untuk mengenangkanNya.
Dalam upacara tersebut ada yang esensial yaitu persembahan roti dan anggur yang merupakan
perlambang dari Tubuh dan Darah Kristus. Karena Anggur yang dipergunakan termasuk
minuman beralkohol dan kemuilgkinan besar tidak lolos dalam uji sertifikat halal maka
kemungkinan akan sulit mendapatkan produk anggur yang bersangkutan. Apakah perayaan
Ekarristi harus tidak dilakukan karena anggurnya tidak bisa didapatkan karena terganjal
sertifikasi halal. Mengganti anggur dengan minuman lain, seperti misalnya Jus alpukat, tidaklah
dimungkinkan. Dalam kondisi yang demikian maka perayaan Ekaristi atau Perjamuan Kudus
akan menjadi terkendala. Hal ini tentu akan meniadakan kebebasan beribadah sesuai agama dan
kepercayaannya;

2. Terdapat kondisi psikologis karena berlakunya UU Jaminan Produk Halal. Salah satu kategori
produk dalam Pasal 1 angka 1 adalah barang gunaan. Barang gunaan ini wajib bersertifikat halal.

Jadi segala sesuatu produk yang dipergunakan dalam menjalankan ibadah juga wajib
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bersertifikat halal. Dalam menjalankan ibadah harus tunduk pada syariat Islam karena menurut
UU itu sertifikasi halal itu dilakukan sesuai syariat Islam. Ketika kita beridah maka sudah harus
terlebih dahulu berada di bawah syariat Islam. Hal ini tentu tidak lagi ada kebebasan memelukk
agama dan beribadah sesuai agamanya. Agama Kristen, apakah Katolik atau Protestan tidak
mengenal batasan halal atau haram, lalu mengapa Negara, dalam hal ini Pembuat UU membuat
aturan yang harus menundukkan agama lain menjalankan syariat Islam.

1.11 Bahwa hak Pemohon berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan (2) cukup jelas yaitu pemdhon
bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama Pemohon, tetapi deﬁgan
berlakunya UU ini kebebasan itu potensial akan hilang. Proses untuk menghambat kebebasan

beribadah itu dilakukan tidak terasa, dibaut dulu ketidaknyamanan atas diyang dipeluk

cermat. Jadi hal inilah yang merupakan keruglan konstitusional Pernohon UUD 1945

memberikan hak konst1tus1ona1 bebas memeluk agama dan menjala.nkan ibadah sesuaaﬁ agama

Pemohon tetapl UU Jaminan Produk Halal mengamputasinya dengan mempersyaratkan maka.nan

dan minuman sefta barang gunaan wajib bersertifikat halal.

II. Keberadaan “Syariat Islam” dalam UU Jaminan Produk Hala’l bertentangami ideng
Pasal 28F UUD 1945 '

undang tidak merasa perlu memberikan defenisi dari syariat Islam dan Juga’ Sum| er;smnbemya

Menurut KBBI, Syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hzdup manusia,
hubungar manusia dengan Allah Swt.,, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar
berdasarkan Alquran dan hadis: Alquran adalah sumber pertama dr — Islam. (Bukti P — 7)
Sebagaimanq__pengcrtign?yang diberikan KBBI untuk kata Syariat, hukum agama itu berdasarkan
Al-Qur’an dan Hadis.. Jika Syariat Islam menjadi hukum nasional itu berarti bahwa Undang-
undang harus menempatkan sebagai lampiran Al-Qur’an atau Hadis tersebut, setidak-tidaknya
mengenai ketentuan-ketentuan Halal dan Haram. Tidak hanya itu, pembuat vndang-undang juga
harus menyediakan terjemahan resmi dari Al-Qur’an dan Hadis itu di dalam Bahasa Indonesia
mengingat Pasal 36 UUD 1945 yang menyebut Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.
Pemohon memahami bahwa Al-Qur’an dan Hadis tersebut ditulis dalam Bahasa Arab yang tidak
dipahami oleh Pemohon. |

2.2 Bahwa Setiap orang berhak untuk berkomup.ikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segal
jenis saluran yang tersedia.,

Pasal 28 F tersebut menentukan adanya hak-hak asasi manusia, yaitu:

1. Hak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
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2. Hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
3.Herhak untuk mencari informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

4. Hak untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

5. Hak untuk memiliki informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

5. Hak untuk menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

7. Hak untuk mengolah informasi dengan menggunakan segalé jenis saluran yang tersedia.

8. Hak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
2.3 Bahwa Dua hak yang pertama adalah hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam

hubungan dengan tujuan dari diberikannya hak tersebut. Enam hak yang terakhir berkaitan

dengan saluran yang dapat digunakan untuk menj alankan hak-hak tersebut

2.4 Bahwa dengan tidak disediakannya Al-Qur’an dan Hadis dan: *terjem”‘ ya yang resmi

dalam Bahasa Indonesia dalam UU Jaminan Produk H 'maka,hak—hak pepio .an, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945 sudah dilar garfoleh UU Jaminan Produk I—falal tersebut,
yaitu hak untuk memperoleh 1nformas1 untuk mengembangkan pribadi dan 11ngkungan,_5051alnya

tersebut (hak 2 dalam Pasal 28F) dan hak-hak sebagaimana d1maksud dalah angka

Pasal 28F yang’ d1ura.1kan di atas.

Mengetahm apa aturan yang berlaku, dalam pemahaman pemohon termasuk pengembangan d@n
-sw’”’

etahiinya,

memer mtahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam-g embaran
Negara Republik Indonesia”. Setiap orang dianggap mengetahui hukum ya.ng beflaku Dengan
menempatkaﬁ syariat Islam sebagai landasan untuk haram dan halal, maka setlap orang juga
dianggap mengetahui syariat Islam itu. Caranya adalah dengan melampirkén syariat Islam dan
terjemahan resminya sebagai ifampiran UU dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia. _ .

2.6 Bahwa karena UU tldak menyediakan syariat Islam dan Terjemahannya dalam Bahasa
Indonesia tentu membuat sulit untuk memahami UU Jaminan Produk Halal. Misalnya, apakah
ketentuan bahwa “Jasa” harus bersertifikat halal dan bagaimana kriterianya diatur dalam syariat
Islam? Pada bagian mana dari syariat Islam ketentuan-ketentuan tersebut ada? Atau, apakah
barang gunaan diatur dalam syariat Islam sebagai haram atau tidak dan bagaimana hukumnya?
Penelusuran Pemohon pada Fatwa-fatwa MUI, hanya soal makanan dari hewan yang ada dalam
syariat, yaitu dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah s.a.w. Dalam Pasal 6 UU Jaminan Produk
Halal soal criteria-kriteria ditentukan oleh BPJPH. Sesuai Pasal 1 angka 2, halal itu ditentukan
sesuai syariat Islam. Rujukan mana dalam syariat Islam yang dipergunakan BPJPH dalam
penentuan criteria halal atau haram? Demikian juga dengan penetapan suatu produk halal atan
tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal, Dalam syariat
Islam yang mana ada ditentukan Majelis Ulama Indonesia berwenang menentukan kehalalan

suatu Produk.
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2.7 Bahwa karena tidak adanya syariat Islam dan terjemahan resminya disediakan dalam
Lampiran UU membuat Pemohon tidak dapat memperoleh informasi yang resmi (dari bahan
hukum primer) mengenai pengaturan Jaminan Produk Halal. Memang terdapat di masyarakat
beberapa versi terjemahan Al Qur’an tetapi Pemohon tidak dapat menentukan sendiri terjemahan
mana yang akurat atau yang resmi. Pemohon melihat bahwa harus ada terjemahan resmi dari Al
Qur'an tersebut, setidaknya sepanjang menyangkut haram dan halal, yang dilampirkan dalam
UU Jaminan Produk Halal mengingat sudah jelas-jelas disebut frase syariat Islam dalam Pasal 1
angka 2. Hal ini, sebagaimana disebutkan di atas melanggar hak Pemohon menurut Pasal 28F
UUD 1945. Dalam menjalankan pekerjaan hukum Pemohon sebagai Advokat potensial ada
kerugian karena Pemohon tidak dapat mengetahui dengan pasti A-Z dari_jhanaﬁiﬁdan halal dan

informasi yang. akurat dan resmi mengenai ketentuan halal dan haram tldak akan terlanggar dan

dapat dipulihkan.

. . . ‘ Ry % o R T T p
2.9 Bahwa oleh karena itu Pemohon menyarankan agar Pemermtah 'mempersmf)kaﬁ Syatizt]

Konstitusi dalam perkara ini pantinya Lampiran tersebut dlmas:; 3

Produk Halal, Pemohon melihat hal itu dmlungkmka.n menurut Undang—Undang Mahkamah

Hadis Rasulullah SAW. Jad1 ini tidak akan terlalu sulit. Biar Mahkamah. Konstltum melalui

Amar Putusan dalam perka;_a~;1n1 memasukkan (to inserf) material mengen_al halal dan haram itu

sebagai Lampiran UU J aminani’roduk Halal.

1I1. Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Tujuan Negara “memajukan kesejahteraan
umum”, Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945

3.1 Bahwa Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal Berbunyi

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat
halal,

Secara jelas ditentukan dalam Pasal 4 bahwa “Produk .... wajib bersertifikat halal”. Pasal 26 'ayat
(1) memberikan pengecualian sebaga berikut: |

Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang
diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan
dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

3.2 Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Produk dari Bahan yang diharamkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dan 20 dikecualikan dari dari mengajukan permohonan Sertifikat halal.
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Secara a contrario dan dalam hubungan dengan Pasal 4, Pelaku usaha yang memproduksi Produk
dari bahan selain dari yang disebut dalam Pasal 18 dan 20 wajib mengajukan permohonan
sertifikat Halal atau produk yang berasal dari bahan selain yang disebut dalam Pasal 18 dan 20
wajib bersertifikat halal.

Bahwa jika dibaca secara sederhana seperti tidak ada persoalan konstitusional dalam Pasal 4
tersebut. Masalah konstitusional, dalam pemahaman Pemohon, terletak pada yang “halal” dan
bukan yang “haram”.

3.3 Bahwa untuk dapat melihat kebertentangan dengan UUD 1945 yang harus dilakukan adalah
menganalisis unsure-unsur yang membangun Pasal 4 tersebut. .

1. Produk

UU Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa duk ‘adalah baran '%&an/atau Jasa yang
terkait dengan makanan, minumar;:- obat kosmetzk produk kimiawi, produk bzologz produk
rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dtmanfaafkan oleh
masyarakat. Pembacaan yang teliti pada Pasal 1 angka 1 menglndlkasﬂ{an bahwa untﬁ’k kata
“Produk” yang; d1cakup dalam Pasal 4 dan dalam keseluruhan undang—undang itu; terdapat e'f pat

kategori produk yang dlcakup, yaitu:

biologi, produk rekayasa genetik;

2. Jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk -;mawz, prodﬁk b1010g1

produk rekayasa genetic;

3. Barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, "produk kimiawi,
produk biologi, produk rekayasa genetic; dan
4, barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pemohon.akan menguraikan sebagai berikut:

1.1 Kategori: Pertama Produk: Barang yang ferkait dengan makanan, minuman, obat,
kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik

3.3.2 Bahwa kalau diurai satu demi satu kategori pertama Produk maka akan didapatkan’
pengertian berikut:

a. Produk adalah barang vang terkait dengan makanan;

b. Produk adalah barang yang terkait dengan minuman;

¢. Produk adalah barang yang terkait dengan obat;

d. Produk adalah barang yang terkait dengan kosmetik;

e. Produk adalah barang yang terkait dengan produk kimiawi;

f. Produk adalah barang yang terkait dengan Produk Biologi;

g. Produk adalah barang yang terkait dengan Produk rekayasa genetic.
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3.3.3 Bahwa perlu dilihat arti dari frase “yang terkait dengan”. Dalam KBBI ada empat arti kata
“terkait”, yaitu 1 sudah dikait; tidak sengaja mengait; 2 dapat dikaitkan: ; 3 bersangkut paut
(dengan); berhubungan (dengan), dan 4 ada kaitannya; ada hubungannya. (Bukti P - 8)
| Keempat arti tersebut dapat berlaku terhadap hubungan antara barang dan , misalnya, makanan.
Barang dan makanan dihubungkan oleh frase “yang terkait dengan”. Penghubungan itu dapat
menjadi: |

a. 1. Barang yang sudah dikait atau tidok sengaja mengait dengan makanan.

a.2. Barang yang dapat dikaitkan dengan makanan;

a.3. Barang yang bersanghut paut atau berhubungan dengan makanan; dan

a.4 Barang yang ada kaifan atau ada hubtngan dengan makanan.

3.4 Bahwa dari hubungan—hubungan itu dapat dilihat bahwa; sésung’g ya antara kata

produk rekayasa genetlka per se. Kalau demlkzan halnya pertanyaannya men_]ad1 apakah, barang
vang terkait dengan makanan itu, yang merupakan cakupan pengeman kata produk”*%dalam
Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal yang menjadi pokok pepgaturan dalam Pasal 4»;1\UU

Jaminan Produk Halal

dengan makanan dan yang wajib bersertifikat halal. Jadi dalam kategon pertama produk yang

wajib bersertifikat halal bukan makanannya. Selanjutnya, untuk minuman. B_uka.n minumannya
yang wajib bersertifikat halal, tetapi barang yang terkait dengan minuma.h itu, seperti gelas,
botol, dispenser, pembuka botol, plastic, atau wadah lainnya serta peralatan-peralatan yang
digunakan untuk tersedianya minuman itu. Demikian selanjutnya, obat, kosmetik, produk
kimiawi, ;pfoduk biologi; atau produk reskayasa genetic tidak wajib bersertifikat halal, yang
wajib bersertifikat halal adalah barang-barang yang terkait dengan obat, kosmetik, produk

kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetik.

1.2. Jasa yang terkait dengan makanan, minuman,.obat, kosmetik, produl.{ kimiawi, produk
biologi, produk rekayasa genetic;
3.3.6 Bahwa Dalam KBBI disebutkan tiga arti dari jasa, yaitu:
1. 7 perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan
sebagainya: pemimpin itu banyak --nya bagi negara
2. n Man perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan;

SErvis

L

n Ek aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain

{konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya. (BuktiP - 9)
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3.3.7 Bahwa dari tiga arti yang diberikan KBBI arti 2 dan 3 relevan dalam memahami arti jasa.
Terutama dalam hal ini jika dikaitkan dengan konteks perdagangan. Dalam Pasal 1 angka 6 UU
Perdagangan, Jasa didefenisikan sebagai “setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan
atau hasil kerja yang dicapai,' yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.” Pemohon tidak merasa
perlu memberikan pengertian yang berbeda terhadap kata “jasa” karena memang sudah cukup
tepat menggambarkan apa yang dibharapkan terutama bahwa UU Perdagangan dibuat dalam
tahun yang sama dengan UU Jaminan Produk Halal.

3.3.8 Bahwa sebagaimana sudah dibuatkan pengertian menyangkut frase “yang ferkait dengan”
dalam hubungan dengan kategori pertama produk, Pemohon memper mb gkan bahwa
pengertian di atas juga berlaku pada jasa. Dengan demikian dalam’ konfe ‘ a, pengertian
kanan ‘adalah: 7

Jasa dalam Pasal 1 angka 1, dengan mengambil contoh

a. 1. Jasa yang sudah dikait atau tidak sengaja-mé‘iiggz - ngan makanan.
a.2. Jasa yang dapat dikaitkan dengan makanan,

a.3. Jasa yang bersangkut paut ataw berhubungan dengan makanan; dan

a.4 Jasa yang ada kaitan atau ada hubungan dengan makanan. _
3.3.9 Bahwa t1daklah sulit memahamkan hubungan antara jasa dan makanan karena kedugnya

memang berbeda. Hal ini tentu berbeda ketika membahas hubunga;}—.;antara ba.ragg ‘Jarmakan;

untuk menghubungkan barang dengan makanan maka menjadl aga.k xibet.. Sehubungan de gan

pengertian tersebut maka per defenisi tldak ada yang jadi persoaian dalam Jasa yang terkait
dengan makanan, mlnuman obat, kosmetik, produk kimiawi, produk blologl “atau produk

rekayasa genetika.

1 3 Barang dan Jasa yang terkazt dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk
klmlan, produk blOlOgl, pr oduk rekayasa genetic

3.3.10 Bahwa dalam Pandangan Pemohon kategori ketiga ini tidak perlu ada jika Pasal 1 angka 1
tidak menggunakan kata sambung “dan/atau”. Membaca ketentuan ini ta:np'a.k yang
dimaksudkan adalah bahwa yang menjadi target adalah barang dan jasa satu kesatuan. Namun
demikian ada ketimpangan. Jika barang yang menjadi target UU bukan makanan dan lain-lain
tetapi jasa adalah untuk makanan maka tampak bahwa ini menjadi tidak padu. Hal ini juga
menimbulkan ketidakpastian yang melanggar Pasal 28D ayat (1).

1.4 Barang Gunaan

3.3.11 Bahwa kategori keempat produk adalah barang gunaan. Barang gunaan dibagi menjadi
tiga sub kategori, yaitu barang gunaan yang dipakai, barang gunaan yang digunakan, dan barang
gunaan yang dimanfaatkan. Menurut Pasal 4 barang gunaan yang masuk, beredar, dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kembali pengecualian dalam
Pasal 26 ayat (1) UU Jaminan. Produk Halal berlaku terhadap barang gunaan dimana baran
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gunaan yang berasal dari bahwa yang diharamkan dalam Pasal 18 dan 20 tidak wajib
bersertifikat halal. ‘

3.3.12 Bahwa Pasal 1 angka 1 tidak mendefenisikan barang gunaan tetapi hanya menyatakan
“barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat seperti“ pakatan,
jam tangan, handphone, computer, laptop, topi, sisir, sepatu, tas, kondom, mobil, senjata dan
lain-lainnya. Hal ini tentu menjadi ketidakpastian tersendiri dan yang memberi pelvang kepada
barang gunaan untuk mendapat kendala memasuki pasar hanya karena tidak bersertifikat halal
dan dengan demikian membatasi pilihan bagi Pemohon. Frase “yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan msyarakat” sangat luas cakupannya. Mobil, sepeda motor, senjata api juga
Pasal 1 angka 1

termasuk barang gunaan dalam pengertian dari kategori keempat produk dai ,
UU Jaminan Produk Halal. Berhubung sangat luas, maka ini akan mem
mengenai cakupan dari Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1: angka 1
Halal. "
2. Masuk, Beredar, Dlperdagangkan dan. Bersertlﬁkat Halal )
3.4.1 Bahwa kata “Masuk™ beram produk—produk yang berasal dan lua;r wﬂayah lh,donesm
memasuki w1layah Indones1a Beredar berarti bahwa barang yang bersangkutan beradaidalam

sirkulasi. Dalam KBBI disebutkan adanya tiga arti kata beredar, yaltu (1) berJalan berke]ghng

(hingga sampai ke tempat permulaan) (2) berpindah-pindah darl;gtan‘gan ke tari‘g“aﬁ“‘%atau%ggl

tempat satuke tempat lain; berputar: dan (3) berlaku dalam ‘asyarakat Dau tiga arti k%ia
czgm@% 4
UU No. 33 tahun 2014 tersebut Dengan demikian produk yang berpin {hxdarz tangan?ke tangan

¥ (Bukti P —10

beredar dalam KBBI, menurut Pemohon arti (2) yang cocok denga ta,bered i

atau dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Indonesia wajib bersertifi
) :

Kata dzperdagangkgnl tidak ada dalam KBBI “Diperdagangkan” menggunakan kata
kerja passif. Kata kerja aktifiya adalah “memperdagangkan” dan dalam KBBI berarti
mendagangkan Mendaggngkaﬁ dalam KBBI, berarti v menjualbelikan secara niaga (biasanya
harga jual lebih mahal daripada harga beli). (Bukti P - 11 ) Dari arti tersebut diperdagangkan
berarti dijualbelikan secara niaga.

3.42 Bahwa penggunaan kata dan diantara tiga kata masuk, beredar, dan diperdagangkan”
mengindikasikan bahwa ketiganya harus dilakukan. Untuk Produk impor tidak cukup hanya
masuk. Setelah masuk produk itu harus beredar. Produk impor itu tidak cukup hanya masuk dan
beredar tetapi juga harus diperdagangkan. Jadi produk impor yang masuk, beredar, dan
diperdagangkan itulah yang harus bersertifikat halal. Untuk produk domestic, suatu produk wajib
bersertifikat halal apabila produk itu beredar dan dipetdagangkan.

3.4.3 Bahwa sekarang Pemohon akan membahas pengertian dari bersertifikat halal. Bersertifikat
artinya mempunyai atau mendapat sertifikat atau sudah lulus pengujian tertentu sehingga
dinyatakan ‘halal’. Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa sertifikat halal sebagai alat untuk
membuktikan atau untuk menunjukkan kehalalan suatu produk. Pasal 1 angka 2 menentukan f

defenisi dari Produk Halal sebagai Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat
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Islam. Sertifikat halal dengan demikian adalah alat bukti untuk menunjukkan bahwa suatu
produk sudah ‘dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

3.4.4 Dar1 pengertian-pengertian tersebut maka Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan
harus bersertifikat halal (sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam). Pengertian yang demikian
akan berdampak bahwa suatu produk yang dibeli di lvar negeri untuk penggunaan akhir di
Indonesia (masuk) tidak perlu bersertifikat halal, karena tidak beredar dan diperdagangkan.
Demikian juga untuk pemesanan secara online untuk penggunaan akhir tidak wajib bersertifikat
halal. Demikian juga halnya untuk hadiah, suatu produk tidak perlu bersertifikat halal. Dalam
masa kampanye,, misalnya, para calon biasanya membagi-bagikan kaos (barang gunaan). Kaos

tersebut tidak perlu bersertifikat halal karena kaos tersebut hanya wkbereda:r, tetapi tidak

diperdagangkan. Makanan dalam pesta, misalnya, tidak perlu bcrs_erfffiﬁét_ al karena hanya

beredar dan tidak diperdagangkan. Ketika pedagang men_]ual makanan ke peny‘_“t‘%nggara pesta

makanannya perlu bersertifikat halal. Ketlka ] berédar dalam pesta (hubmgan antara

3. Persoalan Konstltusmnal .
1. Kesen]angan antara Defems1 dan Praktek bertentangan denganJPasal 28D ayat (1) UUD

1945 _-:\‘ ;”

Pemohen tidak melihat adanya sertifikasi terhadap barang-barang yang terkalt denganmaka.nan

minuman, obat, kosmetlk produk kimiawi, produk biologi, atau produ‘ re -ayasa genetic.

Mengingat ke depan, SCSU.&].}UU Jaminan Produk Halal sertifikasi akan diterbitkan oleh Badan
Penyelenggara Janiinan‘.l?xq_dﬁk Halal (BPJPH) maka dikwatirkan BPJPH jiuga akan melakukan
kekeliruan atau kesesatan seperti yang dilakukan LPPOM MUI yang memberikan sertifikat halal
kepada makanan, minuman; dan lain-lain yang tidak diperintahkan.oleh UU Jaminan Produk
Halal |

3.5.2 Bahwa adanya kesenjangan antara UU dan praktek potensial membawa kerugian pada
pemohon. Jika ;mengikuti pengertian dari produk dalam- kategori pertama produk dalam Pasal 1
angka 1 dimana produk adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik,
produk kimiawi, produk biologi atau produk rekayasa genetika mestinya Pemohon tidak perlu
mengajukan pengujian atas UU Jaminan Produk Halal. Namun karena pada kenyataannya yang
disertifikasi LPPOM MUI adalah makanan, minuman, obat dan kosmetika tentu menjadi
persoalan mengapa demikian halnya. Jika pengertian produk kategori pertama dijalankan
sebagaimana adanya maka justru yang marah adalah para ulama sendiri. Jika tidak dijalankan
seperti sekarang ini dimana makanan yang disertifikasi ini sudah merupakan pelanggaran hukum.
3.5.3 Bahwa Pemohon berpendapat bahwa ada ketidakpastian dalam hal ini dan Mahkamah
Konstitusi dimohonkan untuk membuat penafsiran mengenai hal ini, dan dalam hal Mahkamah

Konstitusi dapat menyetujui pemahaman Pemohon bahwa barang yang terkait dengan makanan
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bukanlah makanan (dan demikian yang lain seperti minuman) Pemohon maka dimohonkan agar
Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 sepanjang
menyangkut kategori pertama produk bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

2. Kategori Kedua Vs Kategori Pertama dan Keempat Produk bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945

3.5.4 Bahwa persoalan konstitusional yang muncul justru adalah, pertama ketika termmyata dalam
konteks barang dalam kategori pertama produk, yang menjadi target dari Pasal 4 dalam
hubungan dengan Pasal 1 angka I, bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk
kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika tetapi barang yang terkait dengan

makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk b1olog1 atau,gpmduk rekayasa

yang dijalankan untuk barang yang tldak wajib bersertifikat halal.

3.5.5 Bahwa untuk memudahkan pemahaman, Pemohon mengam .'

Batak disebut lapo tuak atau kedai tuak. Secara umum yang dijual dlsana adalah fnakanan khas
Batak yang disebut sangsang. Bahan baku pembuatan sangsang adalah babi yang disebut dalam
Pasal 18 ayat (1) UU Jaminan'Produk Halal sebagai bahan dari hewan yang diharamkan menurut
syariat dan juga daging anji"r.l‘g_, Ada juga tuak, minuman tradisional ‘Batak, dan menuman
beralkohol lainnyya ,yan-g--v-me;nﬁrut Pasal 20 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal berasal dari
bahan yang memabukkan dari tumbuhan (aren) dan dengan demikian diharamkan syariat. Karena
produk dalam kategori pertama produk bukanlah makanan dan/atau minumannya sendiri maka
sangsang dan tuak tidak wajib bersertifikat halal. Jika sangsang dan tuak tidak wajib
bersertifikat halal lalu mengapa jasa penjualannya, yaitu usaha lapo, wajib bersertifikat halal?
Atau jika kita melihatnya dalam konteks Pasal 26 ayat (1), yaitu bahwa produk yang berasal dari
Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 20 tidak wajib bersertifikat .
halal. Jika produk dalam Pasal 26 ayat (1) tidak wajib bersertifikat halal, mengapa jasa-jasa yang
terkait dengannya wajib bersertifikat halal. '

3.5.6 Bahwa Pembuat UU memperbolehkan memproduksi barang yang tidak halal tefapi suatu
barang tidak hanya untuk diproduksi tetapi juga untuk dijual. Agar dapat menjual maka perlu
pengangkutan dan lain-lain, Setiap jasa yang terkait dengan makanan, minuman, dan seterusﬁya,
wajib bersertifikat halal. Seperti contoh di atas, lapo tuak juga wajib bersertifikat halal tetapi

tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal tersebut. Dalam konteks ini ada kesenjangan
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yang menganga yang perlu dit}lntaskan. Harus juga ada pengecualian terhadap jasa-jasa yang
menjual barang-barang yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1).

3.5.7 Bahwa jika hal seperti ini terus dibiarkan maka pada waktunya pada waktu Pasal 4 berlaku
penuh pada tahun 2019 mendatang maka jasa-jasa yang bersertifikat halal dapat diberangus dan
akan merugikan pelaku usaha yang memproduksi.

Dari perspektif Pemohon sebagai konsumen, Pemohon merasa tidak pasti apakah Pemohon
masih dapat memenuhi kebutuhan dasar tertentu, dalam hal ini makanan.

Jika sekiranya lapo tuak mengajukan permohonan sertifikat halal untuk jasa yang terkait dengan
makanan niscaya MUI tidak akan memberikan sertifikasi halal.

S. Bersertifikat Halal bertentangan dengan Dasar Negara Ketuhanan nggfﬂaha Esa

3.6.1 Babwa setelah melihat pada pengertian bersertifikat halal di ataéf'ﬁdl*"s arang Pemohon

membahas mengenai pertentangan Pasal 4 dalam hubung ":dengan Pasal 1 angk= ;;&UU Jaminan

Produk Halal dengan Dasar Negara sebagalmana d makshd' dalam Ahnea IV Pernbukaan UuUD
1945, sepanjang mengenai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. "

3.6.2 Bahwa urusan halal atau. hatam sudah disebutkan dalam Had1s Rasulullah S. w yaitu
bahwa yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kltab-Nya dan apa yang haramgadalah

apa yang diha_ramkan Allah dalam Kitab-Nya.  Pemohon mengutlp dari Fatwa MUL
07/Tahun 2010'tentang Kopi Luwak. (Bukti P — 12) ) e PR

G L3 i g g;;z; rg;a\ f c

jang fzdak dgelaskan-N e adafla]z yrmg rfmmaﬂmn" (HR..S-RI- Tzrmzdzz
Majah). '

'fv-'/

r—} }oz-v o s“/-’
o Lk

pemﬂnﬁmN ja sebab Ailai;i trdak permzk zu s
al-Hakint).
Dari ketentuan halal atau haram seperti disebut dalam Hadis Rasulullah s.a.w tersebut

maka diterapkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU
Jaminan Produk Halal menjadi pertanyaan, mengapa'Indonesia membuat UU yang menciptakan
Allah Baru dan Al-Qur’an Baru. Sesuatu yang dapat disimpulkan dari Hadis Rasulullah s.a.w
tersebut adalah bahwa bahkan Rasulullah s.a.w sendiri tidak berwenang menetapkan yang halal
atau yang haram. Hanya Allah saja yang berwenang menentukan yang halal atau yang ha.fam.

Itupun, ditetapkan-Nya dalam Kitab-Nya (al-Qur’an). Atau dengan kata lain, penentuan halal
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atau tidak halalnya sesuatu adalah Hak Prerogatif dari Allah.

3.6.3 Bahwa Allah tidak menentukan apakah obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi,
produk rekayasa genetika, jasa, dan barang gunaan halal atau haram. Karena Aliah tidak
menyebut secara jelas atau “Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya”, sesual dengan Hadis
Rasulullah s.a.w maka hal-hal itu dimaafkan. Rasuluilah s.a.w lebih lanjut menyatakan “Unfuk
itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun”. Dalam
OS Al An’am [6]:150 tertulis:

Katakanlah: Bawalah kemari saksi-saksimu yang mempersaksikan, bahwa Allah mengharamkan
ini. Jika mereka menjadi saksi, janganlah engkau menjadi saksi bersama mereka. Janganiah
engkau turut hawa-nafsu orang-orang yang mendustakan avat-ayat Kami dan ofang—omng yang
tiada beriman kepada akhirat, sedang mereka itu mempersekutukan Tuha
Prof. H Mahmud Junus) (Bukti P-13) :
3.6.5 Bahwa dengan demikian ketentuan dalam
yang mewajibkan Produk bersertlﬁkat Allah adalah bertentangan dengan;:adls Rasuhglah s.a.w
tersebut di atas. Demlklan _]uga Pasal 10 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal yang%berbunyl

riemahan dari

tindakan tersebut bertentangan dengan dasar Negara sebagaimana dnnaksud dalei’fn " Alinea
Keempat Pembukaan UUD 1945, sepanjang menyangkut dasar pertama, yautu Ketuhanan yang
Maha Esa. v

3.6.6 'B.ahwa”déﬁgan'%ljeﬂakﬁﬁya ketentuan halal dan haram dengan cakupan wajib bersertifikat
halal yang seluas-luasnya potens1al merugikan Pemohon karena hal-hal yang sesungguhnya tidak
perlu bersertlﬁkat halal harus Pemohon dapatkan. Pemohon mengakui bahwa Dasar Negara
sebagai keseuaan Pemohon pada Negara Republik Indonesia. Bagl Pemohon Tuhan itu satu dan
Tuhan membafr_,asylﬂ apa-apa yang diharamkannya. Pembuat UU sudah menentukan jauh melebihi
yang diharamkéﬁ Allah. Sebagaimana kutipan dari QS Al An’am{6}:150 di atas, kandungan dari
UU Jaminan Produk Halal adalah kedusataan terhadap ayat-ayat Allah. Dan dari Rasullulah
SAW bahwa Penetapan Halal dan Haram adalah Hak Prerogatif Allah maka ini berarti pembuat
UU ini sudah bertindak seperti Allah. Jadi UU ini sudah men-duakan Allah. Pemohon yang
beriman pada. Allah yang Esa sudah terc%derai dengan UU ini yang mengatur secara berlebihan.
Jika sekiranya UU Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angkal defenisi Produk hanya barang
berupa makanan dan minuman maka iman yang tercederai pada Allah yang Esa dapat
disembuhkan,

4. Biaya Sertifikat Halal: Pertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Tujuan Negara

3.7.1 Untuk mendapatkan sertifikat halal tentu menambah biaya bagi para pelaku usaha.

Walaupun untuk produk impor’dimungkinkan pengakuan kesepadanan (equivalence) antara
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sertifikat halal di luar negeri dengan dalam negeri tetapi kesepadanan itu harus didaftarkan (Pasal
47)ayat (3) UU Jaminan Produk Halal).

3.7.2 Bahwa untuk dapat mendapatkan sertifikat halal maka Proses Produksinya juga barus
Halal. Jika sebelum mulai berlakunya UU ini Proses Produksi Halal belum ada maka yang
bersangkutan harus investasi lagi untuk menyesuaikan PPH untuk memenuhi kebutuhan Halal.
Ini tentu biaya. Juga karena ada, mungkin, bagian tertentu dari proses yang harus memisahkan
yang halal dan tidak halal maka perlu tambahan inv‘estasi. Dalam proses sertifikasi karena ada
soal pengawasan dan inspekst di lapangan, tentu ini biaya di luar biaya resmi permohonan. Pasca
mendapatkan sertifikat halal juga harus ada biaya pemeliharaan kehalalan. Biaya-biaya yang

harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk PPH, sertifikasi, dan pemelihmg@aﬁﬁﬁehalalan yang

aha, pastinya
) _ &ada akhirnya
menjadi beban dari konsumen. Dengan kewajlb g_rser'tiﬁkat halal hargq{jéaxm}jg ﬁ%{xg menjadi
target akan menjadi meningkat (makm mahal) Boleh jadi suatu barang yang tanpa perlu

bersertifikat halal d1harga1 Rpl 000. Namun dengan biaya sertifi k at halal’ harga a;menjadl

memngkat katakanlah menjach Rp. 1.400,- Jika barang-barang dan j Jasa-Jasa yang menjad%arget

Halal. Ini mengingat UU tidak mendefenisikan beberapa istilab- sepertl obat, kosmetik, prodﬂ

kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetika dan barang*** unaan. . Den‘gan“gdefé'mm

Produk yang sangat luas yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1; semua bar?ﬁig harus

bersertifikat halal, kecuah yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1). Semua b1aya,keh1dupan akan
meningkat. Jika sekiranya selalu juga diimbangi dengan peningkatan penghasﬂan dari konsumen,
tentu tidak masalah. Jika ada kesenJ angan maka tentu hal itu akan berdampak negative.

Pasal 28H ayat (1) menentukan bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin
...... 7 Hak ini akan dllanggar oleh berlakunya UU Jaminan Produk Halal karena akan
menghamat pencapaian kesejahteraan lahir. Bagi penduduk dengan tingkat ekonomi menengah
ke bawah akan sulit memajukan dirinya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Bahwa dengan ketentuan wajib bersertifikat halal yang akan meningkatkan biaya untuk
mencapai kesejahteraan maka UU ini juga akan bertentangan dengan tujuan Negara yaitu

memajukan kesejahteraan umum.

5, Tidak ada sanksi: Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)
3.8.1 Bahwa Hak untuk mendapatan kepastian hukum yang adil dijamin dalam UUD 1945.
Namun UU Jaminan Produk Halal mengabaikannya. Pasal 4 menetapkan kewajiban bersertifikat
halal bagi Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Namun tidak ada
sanksi jika kewajiban tidak dijalankan. Tidak adanya sanksi, oleh kalangan tertentu, dipandang
sebagai bukti bahwa UU ini tidak bersifat wajib. Namun kata-kata yang tegas bahwa Produk [
wajib bersertifikat halal menunjukkan bahwa memang wajib, kecuali untuk produk yang diat
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dalam Pasal 26 ayat (1). Konsumen muslim tentu ingin produk yang mereka konsumsi terjamin
kehalalannya tetapi tidak ada sarana untuk memastikan kehalalannya.

3.8.2 Andaipun benar bahwa tidak adanya sanksi mefupakan pertanda bahwa produk tidak wajib
bersertifikat halal maka akan menimbulkan syakwasangka.

Misalnya. Ada pelaku usaha yang mengajukan permohonan untuk serifikasi dan produknya lolos
dan berhasil mendapatkan sertifikat halal dan produknya dilabeli label halal. Ada produk sejenis
yang tidak berlabel halal, sama-sama bersaing. Konsumen tidak mempersoalkan, tetapi justru
sesama pelaku usaha yang mendorong untuk terciptanya suasana anarkisme. Misalnya

menghasut kelompok tertentu untuk melakukan tindakan anarkis.

Pemohon berpendirian bahwa tidak adanya sanksi menimbulkan ketidakpgggmé’fjr;};engenai status

kewajiban dalam Pasal 4 d11anggar

3.8.4 Bahwa Penduduk Indonesia mayoritas muslim dan issu halal atau haram adalah 1ss%yang

 sensitif dan seksi. Tidak adanya sanksi akan mengundang kelompok kelompok tertentu untuk

seperti ini serlng terjadi. Ini akan menjadi sarana bagi kelo Wb :
pemerasan dan jika tmdakan tindakan premanisme dan anarklsme terjadi. ‘%Kelompok—kelémpok
tertentu akan menjadi hakim dan sekaligus eksekutor atas halal atau haram d1 masyarak%} Hal ini

mengkibatkan rasa aman d1 masyarakat menjadi kurang.

3 8.5 Bahwa Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak asasi manusia yaitu “........ ..hak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 'berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.” Tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran Pasal 4 sungguh akan
melahirkan dncaman ketakutan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi manusia. Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak adalah hak asasi
manusia. Dengan rrienjual produk yang, walaupun pada dasarnya halal, tetapi karena tidak
bersertifikat halal akan dapat memicu anarkisme. Maka seharusnya UU ini menyediakan sanksi
bagi yang melanggar kewajiban. Jadi jika suatu produk tidak bersertifikat halal, aparat negaralah
yang bertindak dan bukan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang mengatasnamakan
agama,

IV. Kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan
Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa

4.1 Bahwa Pasal 18 UU Jaminan Produk Halal berbunyi:

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 aya
(3) meliputi:

a. bangkai;

b. darah;
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¢. babi; dan/atau
d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUL
4.2 Bahwa perlu diperhatikan bahwa Pasal 18 ayat 1 tampaknya diturunkan dari Syriat Islam

sesuai dengan kutipan berikut:

kc,padaku sesuam yang d:haramkan bag;
memakannyd, kecuali kalauvmakanan ity bangka:
aau daging babi —karena sesunggu nya semue ”u‘u:
binatang yang disembelih dtas namd selain Allah: Bargy
dalam  keadaan.  -terpaksa (memakarmya) kY
mengmgmkannya dan tidak (pula) - melampayi . be
sesunggwhnya Tuhanmu Maha Pergdmpun; Maha: tPenyczy_f
An'am [6]: 145). '

demikian sesuai dengan syariat, hanya itulah bahan dari hewan yang dﬂﬁaramkén alias tidak

halal.
4.3 Bahwa pandangan itu*diperkuat dengan Hadis Rasulullah s.a.w., yang dikutip dari Fatwa

MUI tentng Kopi luwak di atas:::

a"c/ - o g N e e

LAJ mwg’m rjp-\..a

"Yang Lialal adalal sesuati | VNG diliatatkast ofek.AIIah dala“
yang lutan adalah apayang di-haramken olel Allalt d dalat

yang tidak dijelaskan-Nya adalal yang dimaafkan" (HR. o
Mrzjnh)

-

i G5 05 i S

p(:mﬁﬂﬁlﬂ—N ja, sebnb AHaIt. fxdak péfﬁniz Iﬁpa tent:mg' sesu
al-Hakin).
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4.4 Bahwa Pasal 18 ayat (1) menentukan secara jelas 4 bahan yang berasal dari hewan yang
diharamkan menurut syariat. Namun ada perbedaan signiﬁkén antara apa yang tertulis dalam
Pasal 18 ayat (1) dengan yang terdapat dalam QS. Al An’am [6] : 145 di atas, yaitu dalam QS. Al
An’am [6] : 145 disebut “darah yang mengalir” sementara Pasal 18 ayat (1) huruf b disebut
“darah” saja. Tentu disini ada pertanyaan juga, mengapa darah yang mengalir? Konteks dari
QS. Al An’am tersebut adalah makanan sementara darah yang mengalir adalah sesuatu yang cair.
Manusia tidak memakan yang cair tetapi meminumnya. Pemohon tidak memahami mengapa ada
inkonsistensi -dalam hal itu. Pemohon menduga terjemahan QS. Al An’am [6] : 145 yang
disediakan oleh MUI dalam Fatwa MUI tentang kopi luwak tersebut keliru karena Allah, dalam
pemahaman Pemohon, tidak mungkin menurunkan wahyu yang saling bertentangan Lebih jauh,

darah yang mengalir berbeda dengan darah. Kalau yang haram adalah darah yang mengalir itu

berarti darah yang sudah beku (misalnya produk maros).ad 'ah tldak haram. Der klan juga jika

ét.k

suatu hewan disembelih dan darahnya dltampun -lalu setelah dltambahk a1 deng garam atau

termasuk haram. Pasal. 18 ayat (1) tampak lebih akurat dalam menyebut “darah” dan bukan

“darah yang mengahr _ £ z:% ‘
4.5 Bahwa dem1k1an juga dalam Pasal 18 ayat (1) huruf ¢ d1sebut “babt semcntara dalamﬁQS

disini perlu penyesuaian antara apa yang tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) h{"'; '
QS. Al An’am [6] : 145 tersebut
4.6 Bahwa akan-halriya: dengan penyembehhan juga terdapat pemahaman yang berbeda. Pasal 18

ayat (1) huruf d menyebut hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat”. Dalam QS. Al
An’am [6] : 145 _me_nyebu_tf'? “éinatang yang disembelih atas nama selain Allah”. Apa yang
disebut dalam QS. Al An’am [6] : 145 tersebut cukup jelas. Jika hewan disembelih dengan tidak
atas nama siapa-siapa atau tidak menyebutkan apa-apa maka ia tidaklah haram. Pasal 18 ayat
(1) huruf d memberi kesan seolah-olah ada cara dan persyaratan-persyaratan yang khusus dalam
penyembelihan yang diatur dalam syariat Islam. Sebagaimana sudah terlihat dari QS. Al An’am
[6] : 145 tidak ada yang rumit soal cara menyembelih. '
4.7 Bahwa mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf a juga perlu dipertanyakan, yaitu soal bangkai.
Pasal 18 ayat (1) huruf a sama dengan QS. Al An’am [6] : 145 yang juga menyebutkan bangkai.
Menjadi soal dalam hal ini adalah dalam rangka Pasal 18 ayat (1) huruf d. Apakah binatang yang
didapatkan dari hasil berburu, yang ditembak atau ditombak atau dibunuh dengan cara-cara lai
selain penyembelihan harus dipertimbangkan sebagai bangkai.

Pembuat UU tidak mengikuti apa yang tertulis dalam QS. Al An’am [6] : 145 tersebut

dan membuat istilah-istilah yang memperluas apa yang diharamkan oleh Allah.
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4.7 Bahwa persoalan ketidakpastian muncul disini. Apa tepatnya yang dimaksudkan oleh Allah?
Jika Pasal 18 ayat (1) disebut sebagai yang ditentukan dalam syariat (Pasal 17 yat (3)) sementara
terdapat perbedaan signifikan antara apa yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan yang disebut
dalam QS. Al An’am [6] : 145, maka tidak pada tempatnya menyebut Pasal 18 ayat (1) sesuai
dengan syariat. :

Dengan penafsiran sederhana di atas, Pemohon sampai pada klaim kebertentangan
penggunaan kata selain dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal.
4.8 Bahwa penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) memberikan kemungkinan untuk
menambah ke dalam daftar dalam Pasal 18 ayat (1) bahan yang diharamkan yang ditetapkan oleh
ya‘g;(l) huruf b, ¢,
[6]: 145 di

Menteri berdasarkan fatwa MUL Hal ini tentu menjadi aneh. Sudah Pasal

dan d tidak sesuai dengan syariat sebagaimana dapat dibaca dalam§'§
atas, Pembuat UU memberi kemungkinan pula untuk ham bak d
karang oleh Pembuat UU tersebut. Penggunaan kataf‘:-se am” dalam Pasal 18 ayat (2) berarti
bahwa pembuat undang-undang hendak mengatakan bahwa ada kemungkman bahan—bahan yang
diharamkan dapat dltambahkan 1ag1 “Setelah Pembuat UU memperluas cakupan empat bahan
yang diharamkan, dengan menggunakan kata “selain”, Pembuat UU lalu membetikan wevéenang
kepada Meriteri berdasarkan Fatwa MUI untuk menambah daftar bahan-bahan dari hewan%*ang
syariat Islam yang belum dimasukkan dalam Pasal 18 ayat (1) atau apakah ada dasar yang la;y

anzhalal 1tu adala.h ﬁrusfﬁan

Namun jika dibaca dalam cahaya Pasal 17 ayat (3) urusan haram
syariat sehingga pengaturan dalam Pasal 18 ayat (2) juga harus dalam rangka syana "”ﬁ?emohon
menyampaikan contoh “anjing”. Kalangan muslim secara umum mengangg p. a;njlﬁg itz bahan
yang diharamkan. Namun bahan dari hewan “anjing” tidak ada dalam Pasal 18 ayat (1). Sesuai
dengan kutipan di atas tadi dari QS. Al-Anam {6}: 145, anjing tidak terdapat disana. Maka
sesuai dengn Hadis Rasulullah s.a.w tersebut di atas, yang halal ditentukan Allah dalam kitabNya
dan yang har;am ditentukan ‘Alll'ah dalam kitabNya. Hal itu berarti apa yang halal atau haram
harus tertulis dalam AI—Q‘uran. Yang tidak tertulis disana dimaafkan. Dengan penggunaan kata
“selain” dalam Pasal 18 ayat (2), Pembuat UU memberi wewenang kepada Menteri untuk
menambahkan daftar dalam Pasal 18 ayat (1) dalam perbendaharaan “haram” berdasarkan Fatwa
MUI dengan mengabaikan syariat. |

4.9 Bahwa Contoh yang menarik dari Fatwa MUI adalah kodok. Dengan melihat pada kutipan
dari Fatwa MUI, bahwa kodok tidaklah haram tetapi memakan daging kodok tidak halal. Bukti
(P — 14) Dalam hal ini terbuka kemungkinan, dengan penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18
ayat (2), untuk menambah juga kodok ke dalam daftar dalam Pasal 18 ayat 1 dengan Penetapan
Menteri berdasarkan fatwa MUI. Sebagaimana klaim Pemohon menyangkut tidak disediakannya
syariat Islam sebagai lampiran UU maka pemohon tidak dapat mengidentifikasi apa-apa saja
bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan menurut syariat Islam. Apakah hanya yang ada

dalam QS. Al An’am [6] : 145 tersebut atau ada syariat lain tidak jelas juga. Lama kelamaan jika

MUT berkeinginan dan Menteri bersedia menetapkan berdasarkan fatwa MUI, bahan dari hewan
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“sapi”pun dapat menjadi “yang diharamkan” terlepas dari soal cara penyembelihannya. Hal ini
menimbulkan ketidakpastian.

4.10 Bahwa kembali ke soal kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2), yang mestinya ditetapkan
oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI adalah alasan pemaaf karena mengkonsumsi yang haram.
Hal ini ditentukan dalam kalimat terakhir dari QS. Al An’am {6] : 145 yang berbunyi: “Barang
siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak
(pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”
Kondisi-kondisi apa yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan “terpaksa” dan “tidak (pula)
melampaui batas”. Hal inilah sesungguhnya harus diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan bukan
menambah-nambah dari yang sudah ditentukan Allah. ;

4,11 Karena digunakannya kata “selain” dalam Pasal 18 ayat\(Z) hal itirmembawa pada

mohon untuk smendapatkan

ketidakpastian., Pasal 28D ayat (1) memberikan hak. .

kepastian hukum yang adil, dan hal itu tidak ak :da 'tkan Pemohon ya;ng tldali mempunyai
batasan halal tidak halal dapat kehllangan, bahan dan hewan yang tidak d1haramkan dd lam Pasal

an dari

18 ayat (1) menjadi haram suatu. saat nanti jika MUI membuat Fatwa n;lengharamkan b4

W,

hewan tertentu-dan Menterl menetapkannya. Misalnya daging anjin j ang tldak dlsebut;galam

Pasal 18 ayat (1) sebagai bahan dari hewan yang diharamkan, suatu waktu nantl akan dapat

Pt

ditetapkan sebagai haram. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ay AFTED 145w

dikutip di atas tadi dau Had1s Rasulullah s.a.w bahwa yang menetapkan haram ﬁau halalnya
sesuatu adalah Allah dalam—kltabNya, maka Jika MUI membuat Fatwa, seperti bahwa Kepiting
adalah Halal (Bukti P — 15) atau kelinci adalah halal (Bukti P — 16) maka itu berarti bahwa MUI
sudah menempatkan dirinya seb:agai “Allah” dan mensejajarkan Fatwa MUI sebagai Al-Qur’an.
ayat (2) -UU Jaminan- Produk Halal mengurapi Menteri dan MUI sebagai “Allah” dan
memahkotai Peraturan Menteri dan Fatwa MUI sebagai Al-Qur’an. Hal ini sudah bertentangan
dengan Dasar Négara, Ketuhanan Yang Maha Esa.

4.13 Bahwa dijbaca dalam cahaya Hadis Rasululah sebagaiamana dikutip di atas dimana
penetapan yang halal atau yang haram adalah Hak Prerogatif Allah yang ditempatkan dalam
Kitab-Nya maka kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) memberikan wewenang untuk menduakan
Allah. Dari sebab itu Menteri dan MUI adalah allah tandingan terhadap Allah yang Maha Kuasa
dan yang Maha Esa. |

E. PETITUM

Sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan di atas dengan ini Pemohon memohon kepada

Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya dan
memutuskan dan menyatakan:

1. mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
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Mengenai Konsiderans Huruf b dan Pasal 3 huruf a .
1.1 Menyatakan bahwa karena Pokok Pikiran dan tujuan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana
dimuat dalam konsiderans menimbang huruf b dan tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk
Halal dalam Pasal 3 huruf a memaksakan pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal kepada
masyarakat yang tidak beragama Islam maka UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan
Pasal 28E UUD 1945,
1.2 Menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa Petitum 1.1
beralasan, maka, karena konsekuensi, tujuan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana dimuat
dalam konsiderans menimbang huruf b dan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam
Pasal 3 huruf a yang memaksakan pemberlakuan UU Jaminan Produk I-IalaLLgeﬁ;aEia masyarakat
555 dengan Pasal 29

yang tidak beragama Islam maka UU Jaminan Produk Halal juga,b:
ayat (2) UUD 1945; Tt ‘
1.3 Menyatakan Pokok Pikiran dan tujuan dalam'bens1derans huruf b dan Pas:u‘__k
Undang-Undang Negara Republik. Indones1a Nomor 33 Tahuan 2014 tentang Jamman Produk
Halal, Lembaran Negara REPUBELIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tﬁmbahan
Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 tidak mempunyaz kekuatan }iukum

mengikat kecuali jika frase “setiap pemeluk agama” dalam kons1derns huruf b dan PenJelasan

Umum parag'raph kedua dimaknai sebagai “setiap pemeluk agama’ Tslani‘" g fzata

“masyamkat” dalam Konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a dan Penjelasan Umum paragra

kedua dimaknai sebaam “konsumen muslim”;
Mengenai Frase syarlat Islam dalam Pasal 1 angka 2
1.4 Menyatakan bahwa ka;;na frase “syariat Islam” digunakan dalam Pasal
Pasal-pasal selanjutnya d1gunakan kata “syariat” tetapi tidak menyediakan “syariat Islam” atau
“syarial ?’»vd'eilam-"La.rnpiran;,.’l.J;U Jaminan Produk Halal dan juga tidak menyediakan terjemahan
resmi dari “syariat Islam” dalam Bahasa Indonesia maka hal itu menciptakan ketidakpastian
menyangkut sumber dancakupan “syariat Islam” itu dan juga mengabaikan hak Pemohon
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, karenanya, Pasal I angka 2 Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahuan 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran
Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945;
1.5 Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahuan
2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Syariat Islam (dalam Al Qur’an dan Hadis
Rasulullah S.A.W) yang berkaitan dengan Haldl atau Haram dalam bahasa Arab dan
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia belum dilampirkan sebagai Lampiran dari Undang-

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
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Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran
Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604.

Mengenai Pasal 4

1.6 Menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi dapat menyetujui pemahaman Pemohon
bahwa kategori pertama produk dari defenisi produk dalam Pasal 1 angka 1 adalah bahwa
barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi,
produk rekayasa genetika, bukan atau tidak sama dengan makanan, minuman, obat, kosmelik,
produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika sementara masyarakat umum
memandang produk adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk

biologi, produk rekayasa genetika maka disini ada ketidakpastian hukum arrjﬁi;i}cmohon agar

Mahkamah Konsitusi menyatakan, Pasal 4 dalam hubungan dengan R4S
Produk Halal bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UuuD: 1945-
at, kosmetik, produk kimigwi, produk

1.7 Menyatakan bahwa dengan tidak dldefem31kanny :
biologi, dan produk rekayasa genetlka dan barang gunaan dalam UU Ja.mman Produk Halal
menciptakan ketidakpastian. mengenai lingkup dari UU Jaminan P];oduk Halal dang dengan
demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastlan hukum yang"édll

1.8 Menyata.kan ‘dengan mengenakan kewajiban bersertifikat halal pada jasa (kategon kédua
terhadap Eprodﬁkahﬁdﬁﬁﬁkage ri
m hubungan: dengan Pasagg@l

2014, tentangely il

angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tah 2014 J
Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295,
Tambaban Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604
28D ayat (1) UUD 1945; '

1.9 Menyatakan balwa ,d_e_ngan mengenakan kewajiban bersertifikat halal pada barang yang

produk) tetapi memberikan pengecualian dalam Pasal 26 ayat (1
barang (kategon pertama dan keempat produk) maka Pasal 4

er;teﬁ’tangan Pasal

terkait dengan obat, kosmetik; produk kimiawi, produk biologi, produk rekyasa genetika
(kategori pertama Produk)t:jasa (kategori Kedua Produk) dan barang. gunaan {(kategori keempat
Produk) maka Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal I anghka 1 Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 33 Tahuan 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 telah mehetapkan apa yang menjadi Hak Prerogatif
Allah, dan oleh karenanya Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33
Tahuan 2014 tentang Jaminan Produk Hala!, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5604 bertentangan dengan dasar Negara sebagaimana dimaksud dalam Alinea keempat
Pembukaan UUD 1945, sepanjang menyangkut dasar pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha
Esa; '

1.10 Menyatakan bahwa karena kewajiban bersertifikat halal dalam Pasal 4 dalam hubungan
dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201
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NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 akan
menyebabkan kenaikan biaya yang tidak periu, yang karenanya akan membebani konsumen
dengan kenaikan harga yang tidak perlu maka Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 33 Tahuan 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5604 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Tujuan Negara
dalam Pembukaan UUD 1945 sepanjang menyanghut Tujuan Negara untuk memajukan
kesejahiteraan umum,

1.11 Menyatakan bahwa dengan menyebutkan Produk wajib bersertifikat halal dalam Pasal 4
tetapi tidak mengatur sanksi, baik administrative maupun pidana terl dcg)g pelanggaran
kewajiban maka Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahuan 2014
tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK“"TNDONE TAHUN 2014
NOMOR 295, Tambshan Lembaran Negara ' "REPUBLIK INDONESIA Nééi\dOR 5604
bertentangan dengan Pasal 28D ayat. @)« dan 28G ayat (1) UUD 1945; &

1.12 Menyatakan Pasal 4: Undang-Undang Negara Republik Indones

omor 33 Tah{lan 2014

tentang Jaminan Produk I—Ialal Lembaran Negara REPUBLIK IN)ONESIA TAHUN 2014
NOMOR 295 Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 %tdak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang defenisi produk cdilam ‘Pasal“‘fwdngf%

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahuan 2014 tentang Ja:mnan Prod‘;- q
Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295 yBahan

Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 tidak dtmakmu hanya sebatas

makanan dan minuman saja dan selama belum ditentukan sanksi admmlstrat- e dan pidana
atas pelanggaran Pasal 4 Undang—Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahuan 2014
tentang Jaminan Produk Halgl, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 295, Tambahan Lem.bjaran Negara REPUBLIK. INDONESIA NOMOR 5604
Mengenai ‘Penggunaan..‘lgaté “selain” dalam Pasal 18 ayat (2)

1.13 Menyatakan bahwa 1k:arena penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan
Produk Halal&mencip‘takan ketidakpastian mengenai bahan-bahan dari hewan yang diharamkan
menurut syariat maka penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayaf (2) Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahuan 2014 tentang Jaminan Produk
Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan
Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1} UUD 1945,

1.14 Menyatakan bahwa karena penggunan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) berarti
menentukan bahan dari hewan yang diharamkan selain yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) dan
QS. Al-An’am {6}: 145 dan karena Rasulullah s.a.w menyatakan bahwa penetapan halal atau
haram adalah Hak Prerogatif Allah yang ditempatkan dalam Kitab-Nya (Al-Qur’an), maka
penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal telah memahkotai

Penetapan Menteri dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi seperti Al-Qur’an dan telah
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BUKTI P — 5 Karu Identitas Pemohon, KTP dan Kartu AnggotaI/’ERADI

DAFTAR ALAT BUKTI

BUKTI P — 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahuan 2014 No. 33 tentang Jaminan
Produk Halal Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR
295 Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604

BUKTIP-2 UUD 1945

BUKTI P - 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor § Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Unda.ng-Undaﬂg No. 24 tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi S

BUKTI P-4 Katalog Belanja Halal Online terbitan MUI

BUKTI P—6 Fatwa MUI MUI o
BUKTI P -7 KBBI daring arti kata “syaria »
BUKTI P - 8 KBBI Daring arti kata “terkait”
BUKTI P - 9 KBBI Daring arti kata “Jasa”
BUKTIP ~10 KBB! daring arti kata “Beredar” K
BUKTIP-11 KBBI daring arti kata “memperdagangkan” dan “mendafg%glgggﬁ
BUKTI P — 12 Fatwa MU tentng KOPI LUWAK e
BUKTI P-13 QS Al An’am [6]: 150

BUKTI P - 14 Fatwa MUI mengenai Kodok

BUKTI P — 15 Fatwa MUI Tentang Kepiting

BUKTI P ~ 16 Fatwa MU! tentang KELINCI W “

Ty
Y
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